PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

—

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

qnhang

ngat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2009;

© 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleféélii:
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repu an
indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negaan
Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana diubah dengt <
undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan ata
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleha_n
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); '
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peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4139),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2905 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Ng

mor
Penyusunan dan G5

Penerap Tsah”“ 2005 tentang Pedoman
an  Standar Pel g
Republik Indones; elayanan  Minimal

Daefa$ (Limﬁafan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
1233) ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
euangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (L
Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara

_ Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kugus
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2009 Nomor 1);
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peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2009
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 7);

peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2010 tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
gelanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 9),

peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kahupaten Kudus Tahun
2009 Nomor 4),

peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2009 tentang
penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 44)

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/224/2010 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kudus Tentang Penjabaran
Pertanggungjawabhan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,

Persetujuan Bersama Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor  914/2898/13/2010

914/802/02.02/2010
tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009,

MEMUTUSKAN :

“n: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN

2009.
Pasal 1

030 Realienc:
Pa“ Realisas; Anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas
,e”:apatan
4
b Zzgagatgn Asli Daerah Rp 83.045.780.415,88
¢ Lang “érimbangan Rp 599.799.512.219,00

Yangas'g:endapatan Daerah  Rp 224.084.109.102,00

Jumlah Pendapatan Rp 906.929.401.736,88




N N

| gg|anJ'|f;nja tidak Langsung

', B2 anja Pegawai Rp 385.597.848.985,00
;) Belanja BUn9E. Rp 95.140.509,00
) gelanja Subsidi Rp 0,00
: selanja Hibah ‘ Rp 19.455.495.000,00
4 gelanja Bantuan Sosial Rp 20.593.892.000,00
6) gelanja Bagi Hasil Rp  2.091.226.200,00
: gelanja Bantun Keuangan Rp 19.834.796.447.00
9 gelanja Tidak Terduga Rp 0,00

Rp 447.668.399.141,00

elanja Langsung

") Belanja Pegawai Rp 23.263840.635,00
7) Belanja Barang dan Jasa  Rp 145864 038.240,00
3) Belanja Modal Rp 252.376.497.399,00

Rp 421.504.376.274,00

Jumlah Belanja Rp 869.172.775.415,00
Surplus/ (Defisit) Rp 37.756.626.321,88
3 Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 96.719.181.798,91
b. Pengeluaran Rp 10.776.297.736,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 85.942.884.062,91

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp 123.699.510.384,79

Pasal 2

;‘ﬂgkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Tantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan

g laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
u

ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Jenl

[ﬁfciantt)ara” Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
alam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

pagaimana dimaksud dalgm Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang
pirﬂ” sehka” dari Peraturan Bupati ini.
P opiSa
Ktefp

Pasal 6

supat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
gpuran _ .
- mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
y setlggem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

gon P

udus
September 2010

Ditetapkan
pada tanggal

MUSTHOFA

kan di Kudus

- gal 2 september 2010

tand
KRETARIS AERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

ITADAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 18

Telah diteliti atas kebenarannya :
No. Jabatan Pargf Digitally signed by

SEKDA / Bagian Hukum
ASISTEN SEKDA /’ Sekretariat Daerah

Kabupaten Kudus
KEPALA DINAS/BADAN

Date: 2019.11.01
KEPALA BAGIAN / 09:39:36 +07'00"
KANTOR / BIDANG

BAG. HUKUM/IAINNYA !
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